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WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

Menimbang :

Mengingat :

PEMERINTAH KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BINJAI,

a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan

identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu disusun
pedoman tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tetang Pakaian Dinas Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, perlu mengganti Peraturan Walikota
Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Walikota Binjai Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 14
Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Binjai karena sudah tidak
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1946;

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4.Undang-Undang........
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Menetapkan :

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 01 Tahun
2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai
Republik Indonesia;

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran
Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 25
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021
Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Binjai.

2. Pemerintahan........
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10.

11.

12.

13.

Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggara urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Danerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk
menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam
melaksanakan tugas kedinasan.

Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah
Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas
sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang
berlangsung.

Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah
Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada wupacara
kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara
tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan
jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya
Lencana Karya Satya.

Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL
adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas
operasional di lapangan.

Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU
adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam
melaksanakan upacara.

BAB II
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah
meliputi:

a. PDH;

b. PSL;
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PDH Camat dan Lurah;

PDL Camat dan Lurah;

PDU Camat dan Lurah;

pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
pakaian dinas pada Perangkat Daerah tertentu.

@0 a0

Pasal 3

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri

atas:

a. PDH warna khaki;

b. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam; dan

c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.

(2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka I huruf A yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.

Pasal 4
(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf a terdiri atas:

a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan
untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat
pimpinan tinggi pratama;

b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan
panjang/pendek digunakan u ntuk pejabat pimpinan
tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk
pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam
jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan
pejabat fungsional.

(2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.

Pasal 5
PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 6

(1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf c digunakan PNS pada hari Batik Nasional
setiap tanggal 2 Oktober.

(2) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
digunakan PNS pada hari Kamis dan/atau hari Jumat.

(3) Bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan
tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik
lengan panjang dan/atau pendek.

(4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam
jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan
pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik
lengan pendek.

Pasal 7
Bagi PNS yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, PDH
batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 8........
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Pasal 8

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan
pada saat upacara/acara resmi atau bepergian resmi keluar
negeri.

(2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

a. PSL pria, dengan ketentuan:

1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka,
mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka
di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri
memakai tutup warna gelap dengan kancing 3 (tiga)
buah;

2. kemeja putih lengan panjang dan dasi;

3. celana panjang, warna sama dengan jas; dan

4. sepatu tertutup warna hitam dan kaos kaki warna
hitam.

b. PSL wanita, dengan ketentuan:

1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka,
mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka
di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri
memakai tutup, warna gelap dengan kancing 3 (tiga)
buah;

2. kemeja putih lengan panjang;

3. celana panjang lurus (tidak ketat) atau rok
panjang/rok pendek 15 (lima belas) centimeter di
bawah lutut warna sama dengan jas;

4. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung
menyesuaikan;

5. sepatu tertutup warna hitam.

(3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PSL sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran angka I
huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9
PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c terdiri dari:
a. PDH Camat dan Lurah warna khaki, khusus wanita
menggunakan jilbab polos warna khaki.
b. PDH Camat dan Lurah kemeja putih, celana/rok hitam,
khusus wanita menggunakan jilbab polos warna hitam.

Pasal 10

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan
oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas
operasional di lapangan.

(2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf e digunakan pada saat melaksanakan pelantikan,
upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah
dan hari besar lainnya.

Pasal 12.......
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(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

Pasal 11
Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, digunakan

pada saat:
a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik
Indonesia;

b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;

c. upacara hari besar nasional; dan

d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps
Pegawai Republik Indonesia.

Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

digunakan dengan celana/rok warna hitam.

Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik

Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan peci nasional.

Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan dengan hari Senin,

penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik

Indonesia dilengkapi dengan menggunakan peci nasional.

BAB III
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

Pasal 12
PDH PPPK digunakan oleh unit kerja di Lingkungan
Pemerintah Daerah.
PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam; dan
b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.
PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada hari Senin
sampai dengan hari Rabu.
PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b digunakan pada hari Kamis dan Jumat.
Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik bagi
PPPK pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 13
Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
tanda jabatan bagi pejabat struktural;
lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
papan nama;
nama Pemerintah Daerah;
lambang Pemerintah Daerah; dan
tanda pengenal.
tribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
tanda pangkat;
tanda jabatan;
lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
papan nama;
nama Pemerintah Daerah;

OO TP EmOA0 T

f. lambang........
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
(9)

(6)

(1)

f. lambang daerah Pemerintah Daerah; dan
g. tanda pengenal.

Atribut dasar pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
tanda pangkat;

tanda jabatan;

lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
papan nama;

nama Pemerintah Daerah;

lambang Pemerintah Daerah; dan

. tanda pengenal.

Atribut pakaian Dinas PPPK terdiri atas:

a. papan nama; dan

b. tanda pengenal.

®e a0 o

Pasal 14

Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. atribut tanda jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu)
bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng
emas lis merah;

b. atribut tanda jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1
(satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk
pin timbul;

c. atribut tanda jabatan administrator berupa 2 (dua) melati
segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul,;
dan

d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi
lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.

Tanda jabatan bintang astrabrata mempunyai filosofi

kepemimpinan  kompleks dan ideal @ melambangkan

kepemimpinan dalam delapan wunsur alam yaitu bumi,
matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.

Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang

berkembang, melambangkan kepribadian bangsa Indonesia

yang suci bersih, agung.

Pasal 15
Tanda jabatan bagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dikenakan pada kerah baju
bagian kanan.
Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di
kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.
Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan
tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah
bahu.
Tanda jabatan bagi Camat berupa logam bulat berwarna dasar
perak dengan lambang Garuda berwarna emas.
Tanda jabatan bagi Lurah berupa logam bulat berwarna dasar
perak dengan lambang Pemerintah Daerah.
Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5) digunakan disaku/dada sebelah kanan.

Pasal 16
Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) huruf f digunakan untuk mengetahui identitas seorang
pegawai dalam melaksanakan tugas.

(2) Warna........

www.jdih.binjaikota.go.id



(2) Warna dasar foto pada tanda pengenal didasarkan pada
jabatan yang dijabat oleh pegawai.

(3) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah
lencana KORPRI.

(4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;

merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;

biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;

hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;

orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;

abu-abu untuk pejabat fungsional; dan

kuning untuk PPPK.

@0 o

Pasal 17

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

a. tutup kepala;

b. jaket;

c. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia
berbahan dasar logam, dan;

d. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis
Pakaian Dinas.

Pasal 18
Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a
terdiri atas:
a. peci warna hitam;
b. topi KORPRI;

Pasal 19
Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat
digunakan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya;
b. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
c. pejabat dalam jabatan administrator.

Pasal 20
Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran angka II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PAKAIAN DINAS PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU

Pasal 21
Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri atas :
a. Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan Kota Binjai;
b. Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai;

c. Pakaian........
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c. Pakaian Dinas pada Badan Penggulangan Bencana Daerah
Kota Binjai;

d. Pakaian Dinas untuk Fungsional Guru pada Dinas Pendidikan
Kota Binjai;

e. Pakaian Dinas untuk Fungsional Tenaga Medis di Bidang
Kesehatan pada RSUD Dr. R.M.Djoelham Binjai;

f. Pakaian Dinas untuk Fungsional Tenaga Medis di UPTD
Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Binjai.

Pasal 22

(1) Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas pada Perangkat
Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
g mempedomani peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Atribut dan Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diatur dengan
Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 23
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24
(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas pada
Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a. Peraturan Walikota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Binjai;

b. Peraturan Walikota Binjai Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 14 Tahun
2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;

c. Peraturan Walikota Binjai Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 14
Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26........
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Pasal 26
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 10 Mei 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

Wi, SH, MH

g ..’o 331 199803 2 003 AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,
ttd

IRWANSYAH NASUTION
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 14
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL

NEGARA

DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BINJAI

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BINJAI
A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA

Keterangan:

a.
b.

C.

™0

Tanda Jabatan
Lidah Bahu

Nama Satuan Kerja

untuk
Pemerintah
Binjai

. Papan Nama

Saku Kemeja
Kancing

PNS
Kota

Ikat Pinggang
. Krah

Lencana Korps Pegawai
Republik Indonesia
Nama Kementerian
Dalam Negeri untuk
PNS Kemendagri atau
Nama Daerah untuk
PNS

. Provinsi/Kabupaten/

Kota Lambang
Kementerian Dalam
Negeri untuk PNS
Kemendagri atau
Lambang Daerah
untuk PNS
Provinsi/Kabupaten
/Kota

Tanda Pengenal

m.
n

O.

p.

Saku Celana Depan
Sambungan Bahu
Belakang

Saku Celana Belakang
Sepatu Pantofel
WarnaHitam Bertali



2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG

Keterangan:

0o p

7 Srpmmo

avosgr

Tanda Jabatan

Lidah Bahu

Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri
untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Papan Nama

Saku Kemeja

Kancing

Ikat Pinggang

Krah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atauNama
Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau
Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Tanda Pengenal

. Saku Celana Depan

Sambungan Bahu Belakang

Lengan Panjang

Saku Celana Belakang

Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA

Keterangan:

a. Tanda Jabatan

b. Lidah Bahu

c. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri
untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

d. Papan Nama

e. Tutup Saku Dalam

f. Kancing

g. Krah Rebah

h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

i. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atauNama
Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

j- Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau
Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

k. Tanda Pengenal

1. Celana Panjang

m. Sepatu Pantofel Warna Hitam



4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB

- - Ta

o

Keterangan:

a.
b.
c.

TR mo

PETR

Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
Lidah Bahu

Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri
untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Papan Nama

Tutup Saku Dalam

Kancing

Krah Rebah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atauNama
Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau
Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Tanda Pengenal

Rok Panjang

. Celana Panjang

Sepatu Pantofel Warna Hitam



5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL

wl ( .‘ ‘y“
\ I . : | | y
\ Vo |

I ¥
oL
dv

Keterangan:

a.
b.
c.

Torpn oo

PETR

Tanda Jabatan

Lidah Bahu

Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri
untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Papan Nama

Sambung Baju

Kancing

Krah Rebah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atauNama
Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau
Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Tanda Pengenal

Sambung Bahu Belakang

. Sambung Baju Belakang

Sepatu Pantofel Warna Hitam



a noo

6. PAKAJAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB

Keterangan:

a.
b.
c.

TR Mo

PETR

Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
Lidah Bahu

Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri
untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Papan Nama

Sambung Baju

Kancing

Krah Rebah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau Nama
Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau
Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Tanda Pengenal

Sambung Bahu Belakang

. Sambung Baju Belakang

Sepatu Pantofel Warna Hitam



7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA

Keterangan:

a. Tanda Jabatan

b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri
untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

c. Papan Nama

d. Saku Kemeja

e. Kancing

f. Krah

g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

h. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atauNama
Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

i. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau
Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

j.- Tanda Pengenal

k. Sambung Bahu Belakang

1. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali



. PAKATAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG

Keterangan:

a. Tanda Jabatan

b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri
untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atauNama
Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau
Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

j.- Tanda Pengenal

k. Sambung Bahu Belakang

1. Lengan Panjang

m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

c. Papan Nama
d. Saku Kemeja
e. Kancing

f. Krah

g.

h.

e



. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA

Keterangan:

a.
b.

[

el e

S0 a0

Tanda Jabatan

Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri
untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Papan Nama

Saku Kemeja

Kancing

Krah Rebah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atauNama
Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau
Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

Tanda Pengenal

Celana Panjang

Sepatu Pantofel Warna Hitam



10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB

Keterangan:

a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama

b. Nama Satuan Kerja untuk PNS Kemendagri atau Nama Kemendagri
untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

c. Papan Nama

d. Saku Kemeja

e. Kancing

f. Krah Rebah

g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

h. Nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atauNama
Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

i. Lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau
Lambang Daerah untuk PNS Provinsi/Kabupaten/Kota

j. Tanda Pengenal

k. Celana Panjang

1. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10



B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH

Fw==-T 8

Keterangan:

OB g FTI TR ™0 Q0 TP

Tanda pangkat

Nama Kementerian Dalam Negeri
Papan Nama

Tanda Jabatan

Kancing

Ikat Pinggang

Krah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah

Lambang Daerah

Tanda Pengenal

Saku Celana Depan

. Sambung Bahu Belakang

Saku Celana Belakang
Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
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2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG
PRIACAMAT /LURAH

Keterangan:

TORgrRFT TR P00 TP

Tanda Pangkat

Nama Kementerian Dalam Negeri
Papan Nama

Tanda Jabatan

Kancing

Ikat Pinggang

Krah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah

Lambang Daerah

Tanda Pengenal

Saku Celana Depan

. Sambung Bahu Belakang

Lengan Panjang
Saku Celana Belakang
Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
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3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB
CAMAT /LURAH

Keterangan:
Tanda Pangkat
Nama Kementerian Dalam Negeri
Papan Nama
Tanda Jabatan
Saku Kemeja
Kancing
Krah Rebah
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah
Lambang Daerah
Tanda Pengenal
Rok Panjang
. Celana Panjang
Sepatu Pantofel Warna Hitam

BEERS PR M0 R0 o
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4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH

Keterangan:

Tanda Pangkat

Nama Kementerian Dalam Negeri
Papan Nama

Tanda Jabatan

Saku Kemeja

Kancing

Krah Rebah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah

Lambang Daerah

Tanda Pengenal

. Celana Panjang

m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

RO ER MO Q0 o

[a—
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5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL
BERJILBAB CAMAT/LURAH

ancCo»

.

Keterangan:
Tanda Pangkat
Nama Kementerian Dalam Negeri
Papan Nama
Tanda Jabatan
Sambung Baju
Kancing
Krah Rebah
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah
Lambang Daerah
Tanda Pengenal
Sambung Bahu Belakang
. Sambung Baju Belakang
Sepatu Pantofel Warna Hitam

BECRT IR A0 O
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6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH

- e

an T o

Keterangan:
Tanda Pangkat
Nama Kementerian Dalam Negeri
Papan Nama
Tanda Jabatan
Sambung Baju
Kancing
Krah Rebah
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah
Lambang Daerah
Tanda Pengenal
Sambung Bahu Belakang
. Sambung Baju Belakang
Sepatu Pantofel Warna Hitam

BEERES PR M0 o
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7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH

Keterangan:

FRT TR0 R0 O

Tanda Pangkat

Nama Kementerian Dalam Negeri
Papan Nama

Tanda Jabatan

Kancing

Krah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah

Lambang Daerah

Tanda Pengenal

Sambung Bahu Belakang

Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
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8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG
PRIACAMAT /LURAH

Keterangan:

FRC TR0 Q0 TP

Tanda Pangkat

Nama Kementerian Dalam Negeri
Papan Nama

Tanda Jabatan

Kancing

Krah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah

Lambang Daerah

Tanda Pengenal

Sambung Bahu Belakang

Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
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9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB
CAMAT/LURAH

Keterangan:

Tanda Pangkat

Nama Kementerian Dalam Negeri
Papan Nama

Tanda Jabatan

Kancing

Krah Rebah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah

Lambang Daerah

Tanda Pengenal

Celana Panjang

Sepatu Pantofel Warna Hitam

FRC PR D00 TP



10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH

Keterangan:

Tanda Pangkat

Nama Kementerian Dalam Negeri
Papan Nama

Tanda Jabatan

Kancing

Krah Rebah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah

Lambang Daerah

Tanda Pengenal

Celana Panjang

Sepatu Pantofel Warna Hitam

FRT TR0 A0 TP
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11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL
BERJILBAB CAMAT/LURAH

v

¥

Keterangan:

FRESEIR P00 TP

Tanda Pangkat

Nama Kementerian Dalam Negeri
Papan Nama

Tanda Jabatan

Sambung Baju

Kancing

Krah Rebah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah

Lambang Daerah

Tanda Pengenal

Sambung Bahu Belakang

m. Sambung Baju Belakang

3

Sepatu Pantofel Warna Hitam
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12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH

Keterangan:

PETRT PR MO A0 T

Tanda Pangkat

Nama Kementerian Dalam Negeri
Papan Nama

Tanda Jabatan

Sambung Baju

Kancing

Krah Rebah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Nama Daerah

Lambang Daerah

Tanda Pengenal

Sambung Bahu Belakang

. Sambung Baju Belakang

Sepatu Pantofel Warna Hitam
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C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT /LURAH

1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH

S
—_

Keterangan:

Pet

Tanda Pangkat
Krah Rebah

Papan Nama

Tanda Jabatan

Kancing 5 Buah

Kemeja Putih

Dasi Hitam

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Saku Atas Tertutup

Saku Bawah Tertutup

Celana Putih Panjang

m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
Sambung Baju

Sambung Baju Bawah

FES IR0 O

o B



2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH

BB .

Keterangan:

Pet

Tanda Pangkat

Krah Rebah

Papan Nama

Tanda Jabatan

Kancing 5 Buah

Saku Bawah Tertutup
Kemeja Putih

Dasi Hitam

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Saku Atas Tertutup

. Celana Putih Panjang

m. Sepatu Pantofel Warna Putih

SRS R P00 T
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3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH

Keterangan:

Pet

Tanda Pangkat

Krah Rebah

Papan Nama

Tanda Jabatan

Kancing 5 Buah

Saku Bawah Tertutup
Kemeja Putih

Dasi Hitam

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Saku Atas Tertutup

. Celana Putih Panjang

m. Sepatu Pantofel Warna Putih

SRS ER e a0 op

25



D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA DAN WANITA

Keterangan Pakaian Pria :

SR Moo o

Tanda Jabatan

Papan Nama

Kancing

Krah

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
Saku Dalam

Tanda Pengenal

Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

Keterangan Pakaian Wanita :

evopg TR

Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
Papan Nama

Kancing

Krah

. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Saku Dalam

Tanda Pengenal

Celana Panjang Warna Dongker
Sepatu Pantofel Warna Hitam
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E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA

Keterangan:

Dasi

Kancing 3 Buah

Saku Bawah Tertutup

Kemeja Putih Lengan Panjang
Belahan Jahitan

Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

Mo a0 TR
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2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA

b

w

Keterangan:

Kancing 3 Buah

Saku Bawah Tertutup
Celana Panjang Hitam
Kemeja Putih Lengan Panjang
Sepatu Pantofel Warna Hitam

cacoTe
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3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB

i} ‘*
Keterangan:

Kancing 3 Buah

Saku Bawah Tertutup
Celana Panjang Hitam
Kemeja Putih Lengan Panjang
Sepatu Pantofel Warna Hitam

SIS
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. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA

Keterangan:

a.

o

SNl R LY

Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan,
khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada
saku sebelah kanan (dijahit)

tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung
kerahsebelah kanan dan kiri (dijahit)

Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
Papan Nama (dijahit)

Saku Kemeja

Kancing

Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)

Nama Kemendagri/Daerah (dijahit)

Lambang Daerah (dijahit)

Tanda Pengenal

Celana

Saku Celana

. Sambung Bahu Belakang

Saku Belakang
Sepatu PDL
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5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA

- =0

Keterangan:

a.

o

opgrFTIIR PR

Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan,
khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada
saku sebelah kanan (dijahit)

tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung
kerahsebelah kanan dan kiri (dijahit)

Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
Papan Nama (dijahit)

Saku Kemeja

Kancing

Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)

Nama Pemerintah Kota Binjai (dijahit)

Lambang Daerah Kota Binjai (dijahit)

Tanda Pengenal

Celana

Saku Celana

. Sambung Bahu Belakang

Saku Belakang
Sepatu PDL
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6. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB

" OaNnNgs

-

Keterangan:

a.

o

OBF AT IR MO A0

Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan,
khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada
saku sebelah kanan (dijahit)

tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung
kerahsebelah kanan dan kiri (dijahit)

Tulisan Kementerian Dalam Negeri untuk Daerah (dijahit)
Papan Nama (dijahit)

Saku Kemeja

Kancing

Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)

Nama Pemerintah Kota Binjai(dijahit)

Lambang Daerah Kota (dijahit)

Tanda Pengenal

Celana

Saku Celana

. Sambung Bahu Belakang

Saku Belakang
Sepatu PDL
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II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BINJAI

A. Mutz PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai

Dari Depan

Bahan dasar warna khaki

a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.

Pemerintah Daerah

£

kuning emas ukuran 0,50 cm

’_> Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang

b) Mutz PNS Gol III dari samping.

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah

Bisban warna perak
ukuran 0,50 cm

c¢) Mutz PNS Gol II dari samping.

Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah

?

Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

33



d) Mutz PNS Gol I dari samping.

’—' Lambang Kementerian Dalam Negeri/Lambang Daerah

L» Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

B. Pet camat dan lurah

PET UPACARA CAMAT.

Keterangan:

a.
b.

C.
d.

Bahan dasar kain warna hitam.

Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan
lingkarandasar berwarna hitam.

Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.

Pita emas.

PET UPACARA LURAH

Keterangan:

a. Bahan dasar kain warna hitam.

b. Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan
lingkaran dasarberwarna hitam.

c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.

d. Pita perak.

‘I 1,75 CM ‘11,75 CM

| ’1 | ]



C. TANDA JABATAN BAGI JABATAN STRUKTURAL

NO.

TANDA JABATAN

KETERANGAN

Digunakan oleh Sekretaris

Daerah Kabupaten/Kota

1 (satu) bintang astha brata

Bintang berwarna kuning emas
berbentuk pintimbul

Lis merah keliling dibordir

Digunakan oleh Pejabat dalam
jabatanadministrator

3 (tiga) melati segi lima

Melati berwarna kuning emas berbentuk
pintimbul

Digunakan oleh Pejabat Pengawas

2 (dua) melati segi lima

Melati berwarna kuning emas berbentuk
pintimbul

Digunakan di PDH khaki camat
Lambang Kementerian Dalam Negeri
berbahanlogam timbul berwarna kuning
emas

3 (tiga) melati segi lima berbahan logam
timbul berwarna kuning emas

Bahan dasar kain warna khaki
Digunakan di pundak

Digunakan di PDH Putih camat
Lambang Kementerian Dalam Negeri
berbahanlogam timbul berwarna kuning
emas

3 (tiga) melati segi lima berbahan logam
timbul berwarna kuning emas

Bahan dasar kain berwarna biru
Digunakan di pundak

Digunakan di PDU camat

Lambang Kementerian Dalam Negeri
berbahanlogam timbul berwarna kuning
emas

3 (tiga) melati segi lima berbahan logam
timbul berwarna kuning emas

Bahan dasar mika berwarna biru
Digunakan di pundak
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Digunakan di PDH khaki lurah
Lambang Kementerian Dalam Negeri
berbahanlogam timbul berwarna kuning
emas

2 (dua) melati segi lima berbahan logam
timbul berwarna kuning emas

Bahan dasar kain warna khaki
Digunakan di pundak

Digunakan di PDH Putih lurah
Lambang Kementerian Dalam Negeri
berbahanlogam timbul berwarna kuning
emas

2 (dua) melati segi lima berbahan logam
timbul berwarna kuning emas

Bahan dasar kain berwarna biru
Digunakan di pundak

Digunakan di PDU lurah

Lambang Kementerian Dalam Negeri
berbahanlogam timbul berwarna kuning
emas

2 (dua) melati segi lima berbahan logam
timbul berwarna kuning emas

Bahan dasar mika berwarna biru
Digunakan di pundak
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D. TANDA JABATAN BAGI CAMAT DAN LURAH

1. CAMAT.

BENTUK BULAT

2. LURAH

BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari
warna perak

Lambang daerah

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna
perak

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm

Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari
warna perak

Lambang daerah

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna
perunggu

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm
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E. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

F. PAPAN NAMA.

NAMA PEGAWAI

v

A

8 CM
G. NAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA
1,5 CM

6 CM

H. NAMA PEMERINTAH KOTA BINJAI

PEMKO BINJAI
1,5 CM

A
v
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I. LAMBANG DAERAH KOTA BINJAI

Arti Logo : Menggambarkan asal mula timbulnya Binjai, yang pada
saat ini menjadi Kota Binjai, dan dahulu adalah sebuah
kampong kecil yang terletak di tepi sungai Bingei, dan
Binjai sebenarnya adalah nama suatu pohon besar yakni
Pohon Binjai, hidup tumbuh dengan kokoh di tepi
sungai Bingei yang bermuara di sungai Wampu.

Secara geografis Kota Binjai berada pada 3°31’40”
3°40’2” Lintang Utara dan 98°27°3” - 98°32’32” Bujur
Timur dan 28 M diatas permukaan laut dan wilayah
Kota Binjai seluas 90,23 Km?

vy
o

o]

b 4

Keterangan :

a. Pita merah putih melambangkan bendera pusaka.

b. Bambu runcing kiri dan kanan perisai melambangkan perjuangan dan
perlawanan rakyat yang heroik melawan penjajahan.

c. Warna Dasar abu abu melambangkan kesuburan dan kelestarian
lingkungan.

d. Bunga Kapas dan padi melambangkan keadilan dan kebenaran serta
kesejahteraan rakyat Kota Binjai.

e. Garis gelombang berjumlah 3 buah melambangkan ketiga buah sungai yang
mengalir di Kota Binjai.

f.  Pohon Binjai ditengah perisai melambangkan asal nama Kota Binjai.

g. Batang pohon dua cabang melambangkan Pemerintahan Kota Binjai terdiri
dari Eksekutif dan Legislatif

h. Bunga kapas tujuh belas buah melambangkan tanggal 17, lekukan daun
berjumlah delapan melambangkan bulan Agustus. Setangkai padi dengan 45
butir padi melambangkan Tahun 1945. Keselurahan ini melambangkan 17
Agustus Tahun 1945 yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

i. Lima akar melambangkan 5 sila dari Pancasila.



J. TANDA PENGENAL

DEPAN

PEMERINTAH KOTA BINJAI

PAS PHOTO

4X6

H. IRWANSYAH NASUTION, S.Sos
NIP. 19671225 198901 1 001

IV. SEPATU

BELAKANG

NAMA

NIP/NRP
JABATAN

GOL. DARAH
ALAMAT KANTOR
DIKELUARKAN

a.n. WALI KOTA BINJAI
SEKRETARIS DAERAH

H. IRWANSYAH NASUTION, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671225 198901 1 001

BENTUK

KETERANGAN

1. Sepatu PDH Wanita

2. Sepatu PDH Pria

3. Sepatu PDL Pria dan Wanita
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4. Sepatu PDU Pria

H‘“"h-‘. _— |

5. Sepatu PDU Wanita

A.\«
-‘\.‘

K. KAOS KAKI

BENTUK

KETERANGAN

1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita

]

2. Kaos Kaki PDU
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L. JILBAB

No |Jenis Pakaian Dinas Warna jilbab
1. | PDH khaki Warna khaki
PDH putih Warna hitam
PDH batik/lurik/khas Sesuai dengan baju tanpa
daerah motif
4. | Pakaian Korps Pegawai Warna hitam
Republik Indonesia

\‘S’INJ

SAl DERI, SH, MH
VIE 197331 199803 2 003

WALI KOTA BINJAI,
ttd

AMIR HAMZAH
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